Sejarah Singkat Pancasila dan Perlunya Pancasila

sebagai Ideologi Bangsa

Disusun oleh :

Nama . Arief Wahyu Wibowo
NIM :11.11.5231

Kelas : 11-S1TI-09

Dosen : Abidarin Rosidi, Dr, M.Ma

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
2011



ABSTRAKSI

Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk
memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi
Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita
terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu
merupakan satu kebulatan yang utuh.

Kemudian sebagai ideology bangsa,Pancasila besifat terbuka, tapi mempunyai batas-
batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar. Pancasila sebagai ideologi nasional selain
berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai
sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di

Indonesia.

Sebagai Ideologi Bangsa, Pancasila harus dilestarikan pengamalannya dan
penghayatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dengan menggiatkan Pendidikan
Pancasila atau Pengajaran Sejarah Perjuangan Bangsa agar lebih timbul lagi jiwa Pancasila di

era modern ini,atau disebut dengan jiwa Nasionalisme berbangsa.



BAB |. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila sebenarnya adalah jiwa dari
Indonesia, yang memberi kekuatan untuk berbangsa bagi Indonesia serta membimbing dalam
mengejar kehidupan menjadi lebih baik.

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang
tercantaum dalam UUD 1945 tersebut merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa,
serta kehidupan rakyat Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila.

Menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus kita lestarikan, dan
diharapkan agar kita lebih mengetahui berbagai bahasan mengenai Pancasila maka perlu
penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan mengangkat pokok penghayatan terhadap pancasila, di dalam makalah ini kami
buat rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimana sejarah singkat Pancasila?

2. Bagaimana Pancasila sebagai ideology bangsa di era sekarang?

3. Bagaimana cara menghayati Pancasila di era globalisasi ini?

1.3 TUJUAN
Dalam menulis makalah ini ada beberapa tujuan, yaitu :
1. Ingin lebih mengetahui sejarah Pancasila.
2. Ingin lebih mengetahui peranan Pancasila sebagai ideology bangsa.

3. Perlu untuk mengetahui bagaimana penghayatan terhadap Pancasila



BAB II. ISI

2.1 SEJARAH SINGKAT PANCASILA

Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan
rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI
No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:

1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei
1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);

2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat
tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.

Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan
dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan
operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.lI/MPR/1978
(Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan
Pancasila secara lebih ‘alamiah’. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan

pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel.

Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk
memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi
Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita
terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu

merupakan satu kebulatan yang utuh.

Sidang BPUPKI — 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945

Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan
telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan;
2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat.
Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar

negara.



Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5)
dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat
atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam

pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “... saja namakan ini dengan
petundjuk seorang teman kita — ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila ...” (Anjar Any,
1982:26).

Piagam Jakarta 22 Juni 1945

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9”
yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni
para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs.
Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A.
Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan
sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang
kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta”
diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik
Indonesia. Rancangan tersebut — khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) — pada
tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan
beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,

Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)

Dalam kedua Kkonstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila
dirumuskan secara ‘lebih singkat’ menjadi:

1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan;4)

Kerakyatan; 5) Keadilan social.



Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan
Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi
sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau
Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika
Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara
implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan

yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Instruksi Presiden Rl No.12 Tahun 1968

Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap
terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan
terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara,
ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari
bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI
No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.



2.2. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

Secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-

cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga

cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham. Pancasila sebagai ldeologi

memberi kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk

social. Pancasila bertitik tolak dari pandangan bahwa secara kodrati bersifat monopluralis,

yaitu manusia yang satu tetapi dapat dilihat dari berbagai dimensi dalam aktualisasinya.

Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup

bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi

terbuka. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas

keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

> 0D P

Stabilitas nasional yang dinamis

Larangan terhadap ideologi marxisme, leninnisme dan komunisme

Mencegah berkembangnya paham liberalisme

Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan
bermasyarakat

Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

1. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang

terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi
penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah
terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang

ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

2. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif

penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai
sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan

masyarakat di Indonesia



Makna Sila-Sila Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

1. Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Manusia sebagai makhluk yang ada di
dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah kausa
prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk
yang dicipta wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.

2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Manusia ditempatkan sesuai
dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan

hukum.

3. Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang
artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern

sekarang ini, maka disebut nasionalisme.

4. Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia
yaitu terletak pada permusyawarata. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan
keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijaksaan ini merupakan suatu prinsip

bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.

5. Arti dan Makna Sila Keadila Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan berarti
adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil
apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang

merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.

6. Pentingnya Paradigma dalam Pembangunan

Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang sarat muatan nilai yang
berfungsi menajdi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap

pelaksanaan pembangunan.



7. Pancasila sebagai Orientasi dan Kerangka Acuan

a. Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Pada saat ini Pancasila lebih banyak dihadapkan
pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Ini
disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi
orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan social-politik dan ekonomi yang manusiawi,
demokratis dan adil bagi seluruh rakyat.

b. Pancasila sebagai Kerangka Acuan Pembangunan

Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu
model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan social budaya.

2.3. PENGHAYATAN TERHADAP PANCASILA

Globalisasi, modernisasi, kini telah melanda Negara Republik Indonesia, berbagai
dampakpun muncul di lapangan, baik itu dampak secara positif maupun sebaliknya, yaitu
dampak secara negatif. Salah satu contoh dampak negatif yang kini sangat signifikan terlihat
adalah mulai pudarnya rasa cinta Pancasila dan selalu pengamalan dan penghayatan
Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalan dan penghayatan pancasila kurang
menjadi perhatian yang penting bagi kalangan remaja. Pancasila sebagai ideology bebangsa,
nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai pemersatu rakyat. Suatu kewajiban bagi
masyarakat untuk mengamalkan Pancasila dalam berkehidupan kebangsaan. Pelaksanaan
penghayatan terhadap Pancasila harus dimulai dari setiap warga Indonesia. Kondisi
masyarakat saat ini dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ldeologi Pancasila
sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan integritas NKRI di
masa yang akan datang, karena penyelenggaraan suatu bangsa sangat bergantung pada
kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat dan negara Republik
Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah
bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami,
dihayati dan diamalkan. Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu
sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pada kenyataannya
nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan bahkan belum ditaati
sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor.
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Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa adanya penghayatan nilai rasa
kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan menurun, antara lain pada :
a.RasaKebangsaan.

Rasa kebangsaan tercermin pada perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap
kondisi bangsa Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b.PahamKebangsaan.

Paham Kebangsaan merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan
bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya.
c.SemangatKebangsaan.

Belum terpadunya semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan

perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan.

Dari hal tersebut, dibawah ini beberapa contoh penerapan untuk memperbaiki
penghayatan terhadap Pancasila, diantaranya:
1. Menanamkan pendidikan Pancasila sebagai langkah awal mengenalkan Pancasila.
2. Mengusahakan menanamkan nilai pendidikan karakter yang berkepribadian, disekolah,
ataupun dapat dilakukan di masyarakat sejak dini.
3. Memperkuat basis budaya agar mampu menjadi tumpuan bagi usaha pembangunan di
segala aspek kehidupan maupun di segala bidang.
4. Menguatkan materi moral Pancasila atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.
5. Dalam korelasi masyarakat luas, formal ataupun nonformal, mengamalkan kehidupan yang
menunjukkan terciptanya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.
6. dll.



BAB Ill. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila
juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia
Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan
kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai
dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan
berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga
kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

B. Saran-Saran
Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah
negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjungjung tinggi dan mengamalkan sila-

sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.
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